BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng
Rappang;

b ¥

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan daerah-daerah Tingkat I1 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan

5.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2016 Nemeor 15);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKQK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

BEABI
KETENTUAN UMUM

P;asal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2
3.

&

Daerah adalahi Kabupaten Sidenreng Rappang

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabuPatcn
Sidenreng Rappang.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng
Rappang.

Dmas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudavaan
Kabupaten Sidenreng Rappan g.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas
jabatan.

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran
dari tugas pokolk.

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas
semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok
yang dilakukan pemegang jabatan.



BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

a.
b.

d.

g
h.

Kepala Dinas;
Sekretariat;
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana,
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
Bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
Bidang Pembinaan Ketenagaan;
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Non Formal,
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
3. Sekis Tenaga Kebudayaan
Bidang Kebudayaan;
1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
2. Seksi Sejarah dan Tradisi,
3. Seksi Kesenian. +
Jabatan Fungsional;
UPT Dinas

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABE III
KEDUDUEKAN

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur palaksana
otonomi daerah vang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan
urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah
Daerah.

(3)

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

2.

b.

.

d.
4]

perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan
kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan
kebudayaan; i

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan kebudayaan;

pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diuraikan sebagai berikut :

a.

merumuskan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan;

memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;

mengarahkan  bawahan' dalam  melaksanakan  pekerjaan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan
lancar; '
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD
yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh
hasil kerja yang optimal,

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawal (SKP);

mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan kebijakan ttknis penyelenggaraan pengembangan
pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian,
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;

penyediaan pendidikan dasdr;

monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan dasar;
memfasilitasi sarana prasarana pendidikan dasar;

merumuskan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar;
melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pendidikan
dasar;



(1)

(2)

Be M d

bb.

CcC.

melaksanakan koordinasi dengan instansi lain/lembaga 'terkair
dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam
penyelesaian pelaksanaan:program dan kegiatan sehingga berjalan
efektif dan efisien;

mengevaluasi hasil program dan kegiatan bidang urusan sistem
kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana, pemberdayaan
kelembagaan dan pengendalian mutu pendidikan dasar dalam.
rangka menilai capaian target sasaran;

mengkoordinasikan kebijakan perencanaan bidang urusan sistem
kurikulum, pengelolaan- sarana prasarana, pemberdayaan
kelembagaan dan pengendalian mutu pendidikan SD dan PLB
sesuai visi, misi dan tujuan organisasi;

melaksanakan program dan kegiatan bidang urusan sistem
kurikulum, pengelolaan sarana  prasarana, pemberdayaan
kelembagaan dan pengendalian mutu pendidikan SD dan PLB
melalui penetapan kerangka acuan penentuan strategi pelaksanaan
pekerjaan;

merumuskan rencana dan program bidang pendidikan dasar;
membina dan memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
lingkungan Dinas;

memproses  pemberian  rekomendasi/izin  pendirian = serta
pencabutan izin satuan pendidikan dasar;

penyusurian pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB);

penyusunan laporan pelaksanaan di bidang kunkulum, peserta
didik, kelembagaan, srana prasaranasekolga dasar dan sekolah
menengah pertama;

penyusunan kurikulum muatan lokal dan kalender pendidikan;
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional;
menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam
rangka penyclenggaraan urusan bidang pendidikan dan
kebudayaan;

menilai hasil kerja ASN dalam lingkungan Dinas;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai bahan
perumusan kebijakan; dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunvai tugas pokok
melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan
scrta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukurm,
keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ay‘.ét (1},
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

c

pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;



d.
e

pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinva. ’

(3] Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diuraikan sebagai berikut :

(1)

a.
b.

C.

menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan (ugas dalam
lingkungan Sekretariat  untuk  mengetahui  perkembangan
pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan; '

mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaarn,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan Dinas;

mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;

melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan
barang Dinas;

melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;

melaksanakan pengelolaan’ administrasi pengadaan, pemeéliharaan
dan penghapusan barang;

mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian dan hukum,

mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
melaksanakan dan mengoordinasikan pelavanan administrasi
keuangan,;

mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan
tatalaksana;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; i
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan .

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian vang
mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan
penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta
penyusunan laporan.



(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :

(1)

(2)

a.

b.

i

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;.

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnva;
mengoordinasikan, menviapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program kegiatan dan anggaran;

menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas;

menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja;

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur
administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnva.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian vang
mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan
pengelolaan administrasi dan ‘pelaporan keuangan serta pengelolaan
administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut ;

a.

b.

h.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas,

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kergja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, = mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; '
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menvusun rencana
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan
rencana proyeksi pendapatan sebagal bahan penvusunan anggaran
Dinas;

mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi
keuangan Dinas;



(1)

melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan
keuangan Dinas;

mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
penerimaan keuangan;

menyiapkan bahan dan menvusun laporan keuangarn,

menyusun realisasi perhitungan anggaran;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan keuangan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
menyiapkan bahan dan menvusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang; i

menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta
menyusun laporan barang inventaris;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnva.

Pzsal B

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
vang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan
urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi
kepegawaian dan hukum di ingkungan Dinas.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diuraikan sebagai
berikut :

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas:

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar; '

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan

sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rarncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan pengkiasifikasian surat menurut jenisnya,

melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk
dan keluar;

melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

melakukan, menylapkan, dar mengoordinasikan pengelolaan urusan
rumah tangga Dinas;

mengoordinasikan dan meclakukan pengumpulan,  pengeclahan,
penyajian data dan informasiserta fasilitnai pelayanan informasi;
mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas,
upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;

menyiapkan hbahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran

pegawai;



(2)

mgm

n. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai;

o. menyiapkan bahan, mengoéordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana; ‘

p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaiarn;

g. MEeNnyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia
dilingkungan Dinas;

r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

s. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistern informasi
kepegawaian;

t. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan
produk hukum di lingkungan Dinas;

u. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;

v. menyusun laporan hasil pelaksanasn tugas Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal

Pasal 9

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di
Bidang Pembinaan Pendidikan- Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dm1 dan
Pendidikan Non Formal; :

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal,;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserfa didik
dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal:

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan, sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang, chhenkan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.



(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat
(2) diuraikan sebagai berikut :

(1)

(2)

da.

menyvusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas,

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
non formal;

menyusun bahan penerb#tan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal;

penyusunan bahan pembinaan kurnkulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal,

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perurnusan kebijakan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnva.

Pasal 10

Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tugas pokeck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas uraikan
sebagai berikut :

a.

h.

menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan metaberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);



(1)

(2)

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal,

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan
kriteria penilaian pendidikan non formal;

menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal,

melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Pf'ﬂdldlkall Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Scksi Kurikulum
dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kehijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnva.

Pasal 11

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, b

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan

sebagai berikut : -

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP):

€. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal;

h. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal,



penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan
sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal;

pelaporan di bidang kelemhagaan dan sarana prasarana Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan membenkan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuail
dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan karakter pescrta didik,

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan
sebagai berikut :

a.

b.

m

menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga
berjalan lancar, )

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangarn, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal,

menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal; y

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta  didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal,

pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal; dan

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta
Didik dan Pembangunan, Karakter, dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.



Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 13

(1) Bidang Pemhinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang vang
mempunyai tugas pokok meclaksanakan perumusan dan pclaksanaan
kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama.

(2)

(3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a.

penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama,;

penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelemhagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan kar.a_kter Sekolah Dasar dan Sekelah Menengah
Pertama; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2) diuraikan sebagai berikut ;

a.

b.

ool

menyusun rencana kegiatah Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
Seksi sehingga bf'r_]alan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangarn, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

menyusun bahan penerbilan izin pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
menyusun  bahan pembinaan  kurikulum dan  penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter Sckolah Dasar dan Sckolalh Menengah
Pertama;
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menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah vang
penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyal tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian.

(1)

Tugas pokok sebagaimana dJmak'aud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut :

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian ?.E'bagal
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
seslUai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, = mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijjakan
kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama;

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan
kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota; -
menyvusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian Spkolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama;

melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum
dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

.Pasal 15

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Secksi
vang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan
kebijakkan operasional, bimbingan telknis, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang kelembagadan dan sarana prasarana.



(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut ;

(1)

(2)

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Kclcmbagaan dan Sarana Prasarana sehingga
berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahdn
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyvusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan, sarana, dan prasarana Seckolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama; :
penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan
prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
penyusunan bahan penermtan izin pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,;
penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan,
sarana, dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama; :
pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan di blda.ng Peserta Didik dan Pembangunan

Karalkter.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

e. menyusun rancangan, = mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;



(1)

(2)

=~

mengikuti rapat-rapat sesugi dengan bidang tugasnya;

g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama,

h. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekclah
Menengah Pertama;

i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, . prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; _

j. melaporkan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama; A

k. menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 3Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sesial
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan, dan

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesual

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 17

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok mclaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekclah
menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga
kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non
formal, serta tenaga kebudayaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak wusia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non
formal, serta tenaga kebudavaan; i

c. penviapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non
formal, serta tenaga kebudayaan; :

d. pematauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidilk
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal,
serta tenaga kebudayaan; |

e. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

a.
b.

C.

.

P omos

menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
Seksi sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pegawai (SKP}:

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan,;

membina pendataan pendidikan menengah dan khusus;
memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dinj,
pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah
dan pendidikan khusus;

memfasilitasi pengembangan karier pendidik, penviapan bahan
rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan
anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama. dan sekolah
menengah pertama kerjasama;

memfasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan
lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan
warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan
lainnya; "
menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga
kebudayaan;

menyusun bahan rencana kebutuhan pendidik dan- tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan non formal;

menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam kabupaten/kota;

menyusun bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budayva dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian,
dan tenaga kebudayaan lainnya;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non
formal, serta tenaga kebudayaan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan scbagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipervintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 18

(1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dint
dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal.

(2)

Tugas pokok sebagaimana din};iksud pada avat (1) diuraikan sebagai
berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pcgawail (SKP);

menyusun rancangan,  mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

memfasilitasi pelaksanaan 'akreditasi pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah
dan pendidikan khusus;

memfasilitasi pengembangan karier pendidik;

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik dan ‘tenaga kependidikan Pendidikan Anak
Usia [Dini dan Pendidikan Non Formal; -
penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal; ] ;

penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Non Formal,

pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan-Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakulkan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan scsuai
dengan bidang tugasnya.

4
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Pasal 19

{1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar oleh
Kepala Seksi vang mempunvai tugas pokok menyiapkan perumusarn dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan
dasar.

(2)

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai
berikut : :

da.

g =

e

menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan  Pendidikan’ Dasar scbagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas,
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau .
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menylapkan bahan pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

melaksanakan pendataan pendidikan menengah dan khusus;
menyiakan bahan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus;

menylapkan bahan fasilitasi pengembangan karier pendidik,
penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan
satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar
kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama,;

menyiapkan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi
pembinaan lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi
pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas
pembantuan lainnya;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;

menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama; -'

menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,

menyvusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sckolah
Menengah Pertama;

menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasah sebagai bahan perumusan kebijakan;
melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesual
dengan bidang tugasnya.,
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Pasal 20

Seksi Tenaga Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang pembinaan tenaga kebudayvaan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1) diuraitkan sebagal

berikut :

a. menyusun rencana Kegiatin Seksi Tenaga Kebudayaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas,

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
lingkungan Seksi Tenaga Kebudayaan sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas'dalam
lingkungan Seksi Tenaga Kecbudayaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan:tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

e. menyusun rancangan, ., mengoreksi, memaraf dan /atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,
melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman,
tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga Kkesenian, dan
tenaga kebudayaan lainnya,

h. melakukan penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar
budaya dan  permuseuman, tenaga  kesejarahan, tenaga
tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

i. melakukan penyusunan . bahan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budava dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

j. menyusun pelaporan di bidang pembinaan fenaga cagar
budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga
tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tenaga
Kebudayaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Kenam
Bidang Kebudayaan

Pasal 21

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan,

pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan;
pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya. )

®poop
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diuraikan sebagai berikut :

a.

b.

G,

menyusun rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
seksi-seksi di lingkup Bidang Kebudayaan sehingga berjalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Kebudavaan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; ”

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesual Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangar, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan keseniain,

menyusun bahan pengelolaan kebudavaan vang masyarakat
pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;

menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
dalam daerah kabupaten/kota;

menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten,/kota;

menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya
dalam daerah kabupaten/kota;

menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar
budaya peringkat kabupaten /kota;

menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
kabupaten/kota;

menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten /kota;

menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budava,
pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah.
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
cagar budava, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat,
dan pembinaan kesenian;

menyusun pelaporan di  bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan  museum  kabupaten/kota, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian; !

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Kebudayaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya,
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Seksi Cagar Budaya dan Muscum dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang cagar budaya dan pelestarian cagar budaya,
serta permuseumarn.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai

berikut : '

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di
lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum sehingga berjalan
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

e, menyusun Tancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta
permuseuInan; '

h. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar
budaya dan pelestarian cagar budaya;

i. menyusun bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan. dan
pemanfaatan museum, ;

j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke
luar daerah kabupaten/kota;

k. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi
cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseumar,

1. menyusun pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan
pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Cagar
Budaya dan Museum dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagal bahan perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesual
dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan
pembinaan komunitas dan lembaga adat.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai

berikut ; :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanasn tugae di
lingkungan Seksi Sejarah dan Tradisi sehingga berjalan lancar;
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memantal, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan 8eksi Sejarah dan Tradisi untulk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, = mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bhidang tugasnya,;

melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak
benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; '
penvusunan bahan pelestarian tradisi;

penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah.,
tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas
dan lembaga adat;

pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budava tak
benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sejarah dan
Tradisi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesual
dengan bidang tugasnya.

Paszal 24

Seksi Kesenian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyal tugas pokok
menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis, pemantauarn . dan evaluasi serta pelaporan di bidang

kesenian.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai

berikut : ¢

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian sebagai pedeman dalam
pelaksanaan tugas,

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan lugas di
lingkungan Seksi Kesenian sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seks:t Kesenian untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

€. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

g. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan kesenian, ?

h. menyusun bahan pembinaan kesenian;

i, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
kesenian;

j. menyusun pelaporan di bidang pembinaan kesenian;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesenian,
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagal bahan
perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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o. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistern informasi d@dministrasi kependudukan, pengolahan
dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi;

p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pazal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian
tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

BABV
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan
cleh Bupati.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepa.la Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pasal 27

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan
umum yang ditetapkan o]eh Bupati sesual Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati
untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkup masing-masing maupun antar satuan Kerja Perangkat Daerah seria
dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas

masing-masing,
Pasgal 29

(1) Kepala Dinas wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan.

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas
setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturar.
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(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi
penvimpangan dapat mengambil langkah-langkah vyang diperlukan
sesuai dengan peraturan.

Pasal 30

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
Sekretaris, setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta petunjuk
dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang.

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan
memberikan bimbingan serta ;pctunjuk dalam pelaksanaan tugasnya
masing-masing.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan setiap Staf masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dan berkewajiban menvampaikan laporan secara berkala tepat
waktu.

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Seckretaris dan
setiap Kepala Seksi bertanggurig jawab kepada Kepala Bidang masing-
masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi berkewauban
menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah terlebih
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

UPT Dinas Pendidikan yang ada saat ini telap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dibentuknya UPT baru sesual peraturan perundang-
undangan, dan UPT tersebut berubah nomenklaturnya menjadi UPT Dinas’
Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunva Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
{Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 12);

b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pecmuda,
Olahraga, Kebudayaan dan -Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomeor 25);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aga setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya-dalam Berita Daerah kabupaten Sideneng
Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Pasember 2016

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Dasember 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
TAHUN 41
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